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SALINAN  

 

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG 

NOMOR : 400/Kep.722-BPPKB/2011 

TENTANG 

PEMBENTUKAN PANITIA KESATUAN GERAK PEMBERDAYAAN   

DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK), KELUARGA BERENCANA (KB)   

DAN KESEHATAN TINGKAT KOTA BANDUNG TAHUN 2011 

 

WALIKOTA BANDUNG, 

 

Menimbang  : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan     

program kesejahteraan masyarakat khususnya dalam 

membangun pondasi sebagai landasan pembangunan 

keluarga sejahtera telah dibentuk Panitia Kesatuan       

Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), 

Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Tingkat Kota 

Bandung Tahun 2010 berdasarkan Keputusan Walikota 

Bandung Nomor : 476/Kep.918-BPPKB/2010, dan dalam 

rangka kesinambungan pelaksanaan program kesejahteraan 

masyarakat untuk Tahun 2011, perlu menetapkan kembali 

Panitia Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan 

Keluarga (PKK), Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf  a, perlu  menetapkan Keputusan Walikota 

Bandung tentang Pembentukan Panitia Kesatuan Gerak 

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Keluarga 

Berencana (KB) dan Kesehatan Tingkat Kota Bandung       

Tahun 2011; 

Mengingat... 
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Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota; 

3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 
tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung; 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : 
KESATU         : Pembentukan Panitia Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan 

Kesejahteraan Keluarga (PKK), Keluarga Berencana (KB) dan 
Kesehatan Tingkat Kota Bandung Tahun 2011. 

KEDUA : Susunan Panitia Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan 
Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagaimana dimaksud dalam 
Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

KETIGA           : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan 
KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut: 
a. menyusun rencana kerja; 
b. mengupayakan agar pelaksanaan Kesatuan Gerak 

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Keluarga 
Berencana (KB) dan Kesehatan dapat terselenggara sesuai 
dengan rencana kegiatan dan pedoman pelaksanaan yang 
telah ditetapkan; 

c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala atau 
sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung 
melalui Sekretaris Daerah   Kota Bandung. 

KEEMPAT : Pada tingkat Kecamatan dibentuk Panitia Kesatuan Gerak 
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Keluarga 
Berencana (KB) dan Kesehatan Tingkat Kecamatan dengan 
berpedoman kepada Keputusan ini dan peraturan perundang-
undangan. 

KELIMA :  Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota 
Bandung serta sumber pendanaan lainnya yang sah dan 
tidak mengikat.   

 
KEENAM… 
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 KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.                                
                            

                                                                        
Ditetapkan di Bandung 
pada tanggal 26 September 2011 
WALIKOTA BANDUNG, 

 
TTD 

 
DADA ROSADA 

 
 

 

 

 

 

 

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth : 

1. Gubernur Jawa Barat; 

2. Wakil Walikota Bandung; 

3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung; 

4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung; 

5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung; 

6. Inspektur Kota Bandung; 

7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung; 

8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung; 

9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung; 

10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung; 

11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung; 

12. Para Camat se-Kota Bandung; 

13. Para Lurah se-Kota Bandung.       

 
    

 



                             LAMPIRAN :  SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG 

                            NOMOR    :  400/Kep.722-BPPKB/2011 

                                               TANGGAL : 26 September 2011 

 

SUSUNAN PANITIA  KESATUAN GERAK  

PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK),  

KELUARGA BERENCANA (KB) DAN KESEHATAN TINGKAT KOTA BANDUNG   

TAHUN 2011 

 

Pembina  : 1. Walikota Bandung; 

2. Wakil Walikota Bandung; 

3. Sekretaris Daerah Kota Bandung. 

Pengarah  : 1. Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah 

Kota Bandung; 

2. Asisten Administrasi Perekonomian dan 

Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota 

Bandung; 

3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung; 

4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan 

dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung; 

5. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan 

Keluarga Berencana Kota Bandung; 

6. Ketua Kelompok Kerja Operasional Pembinaan 

Pos Pelayanan Terpadu Kota Bandung. 

Penanggung Jawab  : Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan 

Kesejahteraan Keluarga Kota Bandung. 

Koordinator : Wakil Ketua IV Tim Penggerak Pemberdayaan dan 

Kesejahteraan Keluarga Kota Bandung. 

Ketua Pelaksana  : Ketua Kelompok Kerja IV Tim Penggerak 

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota 

Bandung. 

Wakil… 
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Wakil Ketua I  : Kepala Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan 
Keluarga pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan 
Keluarga Berencana Kota Bandung. 

Wakil Ketua II  : Kepala Bidang Bina Pelayanan Kesehatan pada 
Dinas Kesehatan Kota Bandung. 

Wakil Ketua III  : Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada 
Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan 
Masyarakat Kota Bandung. 

Sekretaris I  : Sekretaris Tim Penggerak Pemberdayaan dan 
Kesejahteraan Keluarga Kota Bandung. 

Sekretaris II : Kepala Sub Bidang Pelembagaan Keluarga Kecil pada         
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 
Berencana     Kota Bandung. 

Sekretaris III  : Kepala Seksi Promosi Kesehatan pada Dinas 
Kesehatan  Kota Bandung.   

Bendahara I : Bendahara Tim Penggerak Pemberdayaan dan 
Kesejahteraan Keluarga Kota Bandung. 

Bendahara II : Nilla Avianty, M.Kes (pelaksana pada Dinas 
Kesehatan Kota Bandung). 

Tim Operasional : 1. Ketua Kelompok Kerja I sampai dengan III     
pada Tim Penggerak Pemberdayaan dan 
Kesejahteraan Keluarga Kota Bandung; 

2. Kepala Bidang Pengendalian Keluarga Berencana 
pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan 
Keluarga Berencana Kota Bandung; 

3. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada 
pada Badan Pemberdyaan Perempuan dan 
Keluarga Berencana Kota Bandung; 

4. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada 
Dinas Kesehatan Kota Bandung; 

5. Kepala Bidang Kesehatan Keluarga pada Dinas 
Kesehatan Kota Bandung; 

6. Kepala Sub Bidang Perlindungan Kesehatan Hak 
Reproduksi Bidang Pemberdayaan Perempuan 
pada Badan Pemberdyaan Perempuan dan 
Keluarga Berencana Kota Bandung; 

7. Kepala Sub Bidang Pengembangan Partisipasi 
Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa, 
Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat 
Kota Bandung; 

 

8. Anggota… 
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8. Anggota Kelompok Kerja I sampai dengan IV 

pada Tim Penggerak Pemberdayaan dan 

Kesejahteraan Keluarga Kota Bandung; 

9. Siti Aisyah, Am. Keb (pelaksana pada Dinas 

Kesehatan Kota Bandung). 

 

 

WALIKOTA BANDUNG, 
 

TTD 
 

DADA ROSADA 
 



 


